PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR g] TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20

dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dipandang
perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Peraturan kedua atas peraturan pemerintah nomor 5
tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang /
K
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Menetapkan

KESATU

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2351});

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun
2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018
Nomor 47);

17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

Membentuk Tim  Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan Susunan
Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, mempunyai tugas:

a. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi
pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai politik;

b. Membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan
administrasi permohonan bantuan keuangan partai
politik; dan

c. Menyampaikan Berita Acara laporan hasil verifikasi Partai
Politik kepada Bupati Banggai Kepulauan, dengan
melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi
permohonan bantuan keuangan Partai Politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada
Bupati.

Masa tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020.

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, K

/ IS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
Kaban Kesbangpol Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

Ketua Panwaslu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Para Pimpinan Cabang Partai Politik se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

1
2
3,
4. Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5.
6
7.

Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

8. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2020
NO. NAMA/JABATAN ORGANIK JABAT??MDALAM KET.

1 2 3

1. | Kaban Kesbangpol Kab. Bangkep Ketua

2. | Kabid Politik Bakesbangpol Bangkep Sekretaris

3. | Kabag Hukum Setda Kab. Bangkep Anggota
Kabid Perbendaharaan BPKAD Kab.

4. Anggota
Bangkep
Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

S.
Inspektorat Kab. Bangkep Aggota
Devisi Hukum & Pengawasan KPU Kab.

6. Anggota
Bangkep

- Kasubbid Kelembagaan Partai Politik Anseot

" | Bakesbangpol Kab. Bangkep ggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN ,ﬂ(




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR

TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI

POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2020
NO. NAMA /JABATAN ORGANIK JABAT?‘INMDALAM KET.
1 2 3
1. | Eddy Bapitanggene, SH Ketua
2. | Astuty Rauntu Sekretaris
3. | Zulkifli Anggota
4. | Hardi Mayuna Anggota
S. | Abd. Jalil Tangkudung, SH Anggota

Plt. BUPATI BANG KEPULAUAN, p(_

/RAI D. ADAM



